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PRESIDEN
REPLBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL BADAN BANK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pemenuhan modal Badan Bank
Tanah sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank
Tanah, perlu melakukan penambahan modal Badan
Bank Tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
ditetapkan  kembali dalam Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 43
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021
tentang Badan Bank Tanah, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal
Badan Bank Tanabh;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Badan Bank Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN MODAL
BADAN BANK TANAH.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan modal
kepada Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan
Bank Tanah.

Pasal 2

(1)  Nilai penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 sebesar RpS500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah).

(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan.

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan
kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 222

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 240

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sgministrasi Hukum,
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